PERKEMBANGAN MODEL
SENTRALISASI DAN
DESENTRALISASI KEPOLISIAN"

Farouk Muhammad?®

This article describes the conflicting 1deas on centralized and
decentralized system of police. The author traces the development
of both the Continental and the Anglo-Saxon models of police
back from the anclent history. He argues that thers are no more
original model of both, but have been modified. Those States
Implementing decentralized system, such as USA and England,
have getueally adopted centralization scheme, while those
implemeting centralized system, such as Japan ad Sweden, have
embraced decsniralization scheme. The guthor then offers a
recommendation on how to design a proper model for the
Indonesian police system, so it will not be conitrary to the culbural
characteristicse of the country and the Decree of the Psople
Consultative Assembly (Taep MPR) Number VI year 2000, which
has recently declared the implementation of national system of
the Indonesian Police.

AXhir-akhir ini berkembang
kemballi pemikiran yang mem-
persoalkan konsep sentralisasi-
desentralisasi kepolisian —
suatu perdebatan sejarah yang
sudah berlangsung sejak akhir

T Artikte] ini merupakan elaborasi atas
artikel-artikel yang hemplr semua
darl penulls dan pernah dimust dalam
harlan Kompas.

2 Pengalar pada PTIK dan Program
Pascasariena Ul.
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abad ke-19. Walaupun MPH te-
lah menetapkan penerapan
sistem kepolisian naeional,
nampaknya masih ada pen-
dapat yang menginginkan agar
lembaga kepollsian di daerah
ditempatkan dalam jajaran pe-
merintah daerah (Pemda) atau
getidak-tidaknya berada di ba-
wah kepemimpinan kepala dae-
rah, Untuk menanggapi gagas-
an tersebut saya memandang
perlu bverbagi pengetahuan
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tentang asal-asul dan perkem-
bangan model sistem kepolisian
dl berbagai belahan bumi ini
serta, merekomendasikan model
yang tepat bagi Indonesia.

Azsal-Usul Model Kepolisian

Sepert halnya aspek-aspek lain
dalarn slstemn kehidupan ber-
bangsa dan bernegara, sistem
kepolisian pada awalnys, juga
mengacu pada dua model. Per-
tama adalah model Eropa-
Kontinental dan kedusa adalah
model Anglo-Saxon. Perkem-
bangan kedua model tersebut
tidak terlepas dari riwayat kela-
hiran lembaga kepolisian pada,
ke dua belahan bumi tersebut,
yaitu Eropa-Kontinental (daras-
an) dan Eropa Anglo-Saxon
(kepulaiian).

Riwayat kelahiran
fungai/lembaga kepolisian di
negara-negara Kontinental
dapat ditelusuri dari pemben-
tukan pemserintahan “polis”
atau negara kota pada zaman
FTunani Kuno (abad ke-? SMD)
dan zemen Romawi (abad ke-?
SM sampai ke-8 M). Semuls,
pemerintahan kote mengurist
segala hal (termasuk soal-s0al
keagamaen). EKekuassan “po-
la,” yang istilahnys berubah
menjadi “politela™ dan “polit-
cia,” lambet laun membatasi
dirl pada urusan psmerintahan
dalam negeri (dalem arti luas)
dan pada akhirnya semakin
sempit menjadi “politle” (Belan-
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da) dan “polizel™ (Jerman)
yang hanya mencalup kekua.-
saan kepolisian sepertl yang
ads, dewasa, ini. Perkembangan
tersebut mengindikasikan bah-
wa fungel kepolisian merupa-
kan fungsi yang melekat dalam
gistern kehidupan bernegara
(kerajaan).

Di Inggris, kelahiran
fungsi/lembaga kepolisian me-
nunjukkan keadasn yang ber-
beda dengan negara-negara
Eontinental. Berdasarkan hasil
penelitlan Charles Reith
(1943), pakar studl kepolisian
Inggris, pelaksanaan fungsi
kepolisian mulai melembaga da-
lam kehidupan masyarakat
tradisional di Inggris (sekitar
abad ke-9 SM) dalam bentuk
frankpledge system, dalarm
mana, fungsi kepelisian dilak-
sanakan oleh masing-masing
individu warga masysarakat
(kin police). Lambat laun pe-
laksanaan fungsi kepeclisian
dipercayalkan padsa. tithing-man.
Sejalan dengan pertumbuhan
negara (kergjgan), rgja meng-
angkal pelaksana fungsi ke-
polislan (constable) yang peda
era pemerintehan Reja Edward
II (abad ke-14) ditugaskan
untuk membantu badan keha-
Iiman (office of justice of the
peace) dalam menegakkan hu-
kum kergjaan (sheriff). Me-
reka itulah kemudian yang di-
kenal hingga, dewasa ini dengan
nama. polisi (policernan) setelah
melalul suatu fase pemben-
tukan kekuatan kepolisian mo-
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dern: Metropolitan Police of
Londen (1829).

Model pertama (konti-
nental) bercirikan kepolisian
negara, yang disusun secara
sentralistik. David J. Bayley,
pakar ilmu kepolisian, meng-
identifikasi bahwa model ini
bercirikan sifat-sifat autori-
tarian dengan menyanding
kewenangan luas untuk meng-
atur sejumlah hesar aspek kehi-
dupan soslal, termasuk masa-
lah moral, pemikiran-pemildran
politis, dan bahkan penyim-
pangan yang samar-samar dari
segi hukum (Christoper &
Leishman, 19927). Dalam kon-
sep mereka, negara adalah "the
guardian of human rights”
(penjaga hak asasi manusia).

Model Anglo-Saxon
memandang bahwa kepolisian
merupakan Kekuatan atau
lembaga sosial yang tumbuh
dan berkembang dari dan oleh
masyarakat (Jokal) itu sendiri.
Karena itu lembaga kepolisian-
nya tersusun secara desen-
tralistik, walaupun kemudian
pengaturan pembentukannya
dilakukan oleh negara (undang-
undang). Dalam konsep Anglo-
Saxon, negara adalah “the regu-
lator of human rights," (peng-
atur hak asasi manusia),
sementara kepolisian ditujukan
untuk mengabdi pada kepen-
tingan masyarakat. Bagi me-
reka berlaku semboyan bahwa
“the public are the police and
the police are the public" (ma-
syarakat adalah polisi dan
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polisi adalah masyarakat).
Charles Reith (1943) menyata-
kan bahwa lembaga kepolisian
adalah bayi yang dilahirkan
bukan oleh parlemen (negara),
tetapi oleh masyarakat.

Pergeseran Pendekatan

Amerika Serikat (AS) mengem-
bangkan model yang bukan saja,
“decentralized" tetapl juga
“fragmented” Bangsa inl sa-
ngat alergi pada sistem kepo-
lisian terpusat (centralized),
walaupun akibatnya harus rela
membayar dengan mahal (pada
tahun 1990 setiap pendudulk
harus membayar haropir $ 300
untuk biays sistemn peradilan
pidang). EKekhawatiran terase-
but—sebagaimana, sejaran pada
sejumlah negars membukti-
kannya, didorong oleh kamung-
kinan disalahgunakannya
kepolislan untuk kepentingan
politik penguasa. “A centralized
police leads to undue influence
or power in the hands of a
group outside and above the
community” (kepoclisian ter-
pusat mengantarkan pada
pengaruh atan kekuasaan yang
tidak pantas pada tangan
sekelompok orang yang berada.
di luar dan di atas masyara-
kat), kata J. B. Hover, mantan
Direktur (seumur hidup) FBI
Argumentas] lainnya
adalah bahwa lembaga penegak
hukum “should not be con-
trolled-by authorities located at
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a distance from the commu-
nity” (semestinya. tidak dikon-
trol oleh otoritas yang berke-
dudukan jauh dari masyarakat
lokal —Berkley, 1969).

AS semuls tidak memi-
liki badan Xkepolisian negara
bagian apalagi federal. Mereka
hanya memiliki badan-badan
kepolisian lokal, dengan nama
“police department” (urban)
atau “sheriff’s department” (ru-
ral). Namun perkembangan ke-
butuhan ternyata tidak dapat
dihindari. Pembentukan badan
kepolisian negara bagian dipe-
lopori oleh negara bagian Texas
yang kemudian berkembang
pada semua negara bagian,
walaupun kewenangannya
hanya terbatas pada fungsi
investigasi dan patroll jalan
raya (highway patrolb.

Esbutuhan untuk me-
musatkan dan mengkoordi-
nasikan aktivitas hukum, pe-
merintah federal menuntut
pembentukan Department of
Justice pada tahun 1870, tetapi
kongres menoclak ide pemben-
tukan badan kepolisian pusat
(federal). Namun pada tahun
1908 mereka akhirnya me-
nyetujui pembentukan FBI.
AXihatnysa, dewasa ini terdapat
sekitar 14.000 badan-badan
kepolisian.® Ada badan-badan

* Pada tahun 1970C-an berdasarkan
hasll penelitian, jumlah hadan
kepolislan dlperkirakan mencapsal
lebih darl 30.000. Dalem tempo dua
puluh tahunan dlduga terjad! merger
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kepolisian federal, badan-badan
kepolisian masing-masing ne-
gara bagian, dan ada pula ba-
dan kepolisian pada masing-
masing kabupaten dan kota,
bahkan desa, teritori khusus
dan kampus. Tumpang tindih
otoritas antara badan yang satu
dengan badan-badan lainnya
bukan fenomena yang aneh,
karena masing-masing memi-
liki yurisdiksi, apakah dari
aspek teritori, kasus, ataukah
subyek hukum. Yang lebih
aneh lagi adalah bahwa ter-
nyata mereka yang berbeda
dengan kita—yakni hampir ti-
dak pernah menggembar-
gemborkan konsep *koordi-
nasi"—dapat dengan mudah
menyepakati penyelesaian
setlap permasalahan yang
muncul sekitar “perebutan”
kewenangan. Perkembangan
pembentukan badan-badan
kepolisian pads tingkat negara
baglan dan federal menun-
Jukkan pergeseran pendekatan
AS ke model yang mengadopsi
prinsip sentralisasi.

Seperti halnya AS,
Inggris juga akhirnya menye-
tujul campur-tangan peme-
rintabh pusat atas penyeleng-
garaan fungsi kepolisian. Per-
ubahan kebijakan tersebut
dilakukan berdasarkan reko-

etau llkuildes) antar badan-baden
kepolislan yang “kecll” ateu antara
mereks dengen badan-badan
kepolisian yang leblh “besar” (proses
sentrallsas]).
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mendasi suatu komisi penye-
lidik masalah kepolisian (the
Royal Commisgsion on the Fo-
liee) tabhun 1962. Keikubser-
taan pemerintah pusat diwujud-
kan dalam bentuk kewenangan
untuk ikut mengontrol badan-
badan kepolisian lokal 4 Kon-
sekuensinya, pemerintah pusat
menanggung 61 9% anggaran
masing-masing badan kepoll-
sian lokal.

Jepang dan Swedia
bergerak darl arah yang ber-
lawanan dengan AS dan Inggris.
Eedua negara tersebut semula
menganut model Eontinental.
Jepang beberapa kali mela-
kukan reformasi sistem kepo-
lisian modernnya. Setelah ka-
lah dalam Perang Dunia IT Je-
pang “ddesak” (oleh Jenderal
MeArthur) untuk meniru AS de-
ngan merubah sistem sentra-
lisasi menjadi desentralisasi.
Dihadapkan pada antara lain
ancaman komunisme dan keti-
dakmampuan pemerintah dae-
rah membiayai masing-masing
badan kepolisiannya, maka
berdasarkan Undang-Undang
Eeapolisian 1954, Jepang mela-
kukan re-sentralisasi sistem
kepolisiannya. Namun model
baru ini tidak persis sama de-
ngan model Eontinental karena,
mereka memberikan otonomi

* Campur-tangan Ind tidak menladakan
kewenangan dewan kepollslan lokal
melakukan pengawasan, tetapl
maelakukan itu secara konsisten
dengan kebljakan pusat.
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luas bagi masing-masing daerah
dalam pengelolaan lembaga
kepolisiannya. Model modifi-
kasi Jepang ind memungkinkan
masyarakat lokal melakukan
kontrol atas badan kepolisian
mereka, yaitu melalul Komisi
Eeamansn Publik yang diben-
tuk balk pada tingkat pusat
maupun propinsi dan kabu-
paten/kota..

Seperti halnya Jepang,
Swedla mengalami perkem-
bangan yang serupa. Pada per-
tengahan abad ke-19 msreka
mengikuti jejak Anglo-Saxon
dengan membentuk bhadan-
badan kepolisian lokal yang
kepemimpinannya didominasi
oleh para jaksa, yang bukan
saja mengakibatkan keaneka-
ragaman sistem penegakan
hukurn tetapi juga kemerosotan
mutu pelayanan kepolisgian.
Tuntutan untuk menasionali-
sasikan kembali lembaga kepo-
ligian dimulai sekitar tahun
1920, tetapi baru terkabul pada,
tahun 1965 setelah parlemen
diyakinkan dengan hasil-hasil
riget. Namun, skema baru ini
tidak luput dari kecaman publik
karens dipandang tidak me-
nampung aspirasi masyarakat
lokal dan bahkan membawa,
dampak merosctnya hubungan
polisi dan masyarakat. Sebuah
komisi dibentuk untuk melaku-
kan penelitian, dan atas reko-
mendasi komisi tersebut, Swe-
dia melakukan reformasi kepo-
lisian yang disahkan dengan
Undang-undang EKepolisian
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1984, yang menetapkan untulk
tetap mempertahankan sistern
kepolisian nasional tetapi
dengan modifikasi seperiunya.
Dalam hal ini pimpinan atas
kepolisian dilakukan oleh suabu
badan yang terdiri atas pejabat
kepolisian dan sejumlah ang-
gota legislatif, balk pada tingkat
pusat maupun daerah.

Pergeseran pende-
katan sentrallsasl-desentrali-
sgsl ternyata tidak hanya di-
alami oleh negara-negara seba-
gaimana disebutkan di atas.
Negara-negara lain seperti Pe-
rancis dan Jerman juga mela-
kukan hal serupa. Kecende-
rungan yang terjadi adalah bah-
wa hampir tidak dikenal lagi
model Anglo-Saxon ataupun
model Eontinental murpi. Sela-
in Indonesia, ada beberapa ne-
gara yang masih mempertahan-
kan gistem kepolisian nasional
(sentralisasi), misalnya Singa-
pura, Srilangka, Polandia, dan
Irlandia. Negara-negara terse-
but memiliki wilayah geografis
vang relatif sempit.

Walaupun terjadi ke-
cenderungan modifikasi, tidak
berarti semua badan kepolisian
dl dunia memiliki model sistem
vang sama,. Ditinjan dari aspek
sistem manajemen dan gelar
kekuatan, terdapat variasi yang
menggambarkan suatu konti-
nuitas. Pada kutub yang satu
ada negara yang menerapkan
model dengan hanya memilild
satu (bunggal) badan kepolisian
(nasional) yang dimanajemeni
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secara terpusat (pemerintah
pusat), seperti negara-negara
“kecil” yang disebutkan di atas
termasuk yang diterapkan di
Indonesia dewasa ini. Pada
kutub yang lain adalah negara.
yang memiliki bapyak (multl)
badan kepolisian (pusat dan da-
erah), yang pengelolaannysa
dilakukan gecaras sendiri-sen-

iri, seperti yang diterapkan di
AS.

Memilih Model Bagi Indonesia

Belajar dari pengalaman Je-
pang dan Swedia, dan sesual
dengan ketetapan MPR No.: VI/
TAP/MPR/2000 (yang mem-
pertahankan prinsip negara
kesatuan) kita semestinysa tidak
menerapkan sistem kepolisian
yang desentralistik murni. Mo-
del demikian bukan saja mahal
dengan risiko kemungkinan ada,
daerah yang tidak mampu
membiayal kepolisiannya,
tetapl juga dapat menimbulkan
varlabilitas yang dapat meng-
akibatkan tidak adanya kon-
sistensi dalam penegakan hu-
kum.

Di lain pihak, disadari
bahwa republik ini bukanlah
negara “kecil” seperti Singa-
pura atau Srilangka. Indone-
sia bukan saja memiliki teritori
yang sangat luas tetapl juga
sangat pluralistik, terutama
dari segl antropologi. Karena
1tu, model kepolisian yang ter-
pusat secara nasional itu seyog-

51




yanya tidak dianut secara kaku,
dengan sistem pengambilan ke-
putusan yang sentralistik dan
pengaturan yang seragam. Pe-
ngalaman dalam berbagal as-
pek ketatanegaraan pada masa
lalu mengsajarkan bahwa kebi-
Jjakan demildan justru lebih ba-
nyak menimbulkan masalah
daripada manfaatnya. Di sam-
ping itu, sejalan dengan kebjjak-
an otonomi daerah, badan-
badan kepolisian di daerah
perlu diberikan keleluasaan
untuk mengatur rumah tangga-
ny3a sendir], terutama dalam pe-
ngelolaan sumber daya. Dalam
bidang operasional, tanpa
mengabaikan aspek yurldis,
penekanan pada aspek “objec-
tives” perlu dilakukan, Ini se-
mug, berarti bahwa Mabes Polri
seyogyanya tidak lagi terlalu
mencampurl manajemen kepo-
lisian di daerah, tetapl yang
penting adalah hasilnya. De-
ngan kebijjakan tersebut, para
kepala kepolisian di daerah
diharapkan akan bertanggung
jawab penuh dalam upaya
menjamin ketersediaan layan-
an kepolisian yang optimal.
Pertanggung-jawaban
kepala kepolisian di dasrah
(Kapolda), di samping secara
birarkhis ke atas, juga perlu
ditujukan pada masyarakat
yang dilayaninya. Pada masa,
lalu, karena sistem pertang-
gung-jawaban hanya kepada
atasan, maka pemberian layan-
an cenderung lebih diorenta-
sikan ke atas daripada kepada
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masyarakatb. Untuk itu maka
perwujudan peranserta masya-
rakal perlu ditempatkan dalam
suatu mekanisme yang lebih
efektif. Hal ini perlu diperha-
tikan karena, seperti yang
ditekankan cleh secrang pakar
kepolisian (Charles Reith,
1940), “the chief element of the
power of the police is the ap-
proval of the community, and
their success depends on their
ability to retain it” (faktor
utama dari kekuasaan kepolisi-
an adalah persetujuan/dukung-
an masyarakat dan keberhasll-
annys, tepgantung pada kemam-
puan mereka memperoleh itu).

Gagasan untuk menye-
rahkan kekuasaan pengelolaan
kepolisian pada pemerintah
daerah atau kepemimpinan
kepolisian pada kepala daerah
jelas akan mengaburkan sifat
nasionalitasnya dan dapat
menimbulkan hambatan dalam
pengendalian oleh pimpinan
Polri, Lebih dari itu, alternatif
fersebut menyimpan benih-
benih yang dapat menodadi
kemuliaan profesi kepoligian.
Benih-benih tersebut sesung-
guhnya melekat dalam kodrat
fungsi kepolisian. Fungsi kepoli-
sian adalah fungsi yang erat
dengan kewenangan untuk me-
maksa.. Berbeda dengan militer
yang hanya dipersenjatai bedil,
atau hakim dan jaksa yang
hanya, dilengkapi kewenangan
memaksa, polisi memiliki
keduanya: bedil dan kewenang-
an memaksa. Keduanya diguna-
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kan oleh polisi dalam aktivitas
kehidupan masyarakat sehari-
harl (keadaan damai). Karena-
nya karakteristik tersebut,
tidak jarang fungsi dan peran
kepolisian disalah-gunakan oleh
penguasa untuk kepentingan
politiknya. sendiri.

EKekhawatiran atas
penyalah-gunaan kepolisian
semakin berarti mengingat
Ialtur bangsa kita yang bereiri
“paternalistik” dan dalam
beberapa hal masih senang
dengan budaya “fecdal.” Dalam
kondisi demikian hubungan
atasan-bawahan lebih sering
bersifat hirarkhis daripada
fungsional yang saling meleng-
kapi. Says khawatir, anak-anak
bangsa ini belum siap untulk
menampilkan gaya manajemen
modern sepertl yang diprakbik-
kan di negara-negara maju
yang ingin kita teladani.

Di atas telah dising-
gung bahwa di AS konsep koor-
dinasi jarang digembar-
gemborkan tetapi diterapkan
secara konsisten. Di sana,
bahkan ada badan-badan
kepolisian yang ditempatkan di
bawah Menteri Keuangan, yaitu
Secret Service dan Bureau of
Alcohol, Tobaco and Firearms.
Demikian pula halnya pada
tingkat lokal, sejumlah kepala
kepolisian kota diangkat oleh
dan dengan sendirinya berke-
dudukan di bawah kepala
daerah (mayor) atau wallkota
{city manager) dan sebagian
lainnya diangkat oleh dewan
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kota (city counecil); sementara
sheriff pada umumnya dipillh
langsung melalui pemilu.
Tetapl begitu cantiknya gaya
manajemen orang-orang
Amerika, kemandirian badan-
badan kepolisian sangat dija-
min, sehinggda Menteri Ke-
uangan atau kepala daerah
atau walikota paham betul
bahwa mereka, tidak boleh men-
campuri pengambilan keputus-
an kepolisian oleh “bawah-
an"nya atau menggunakan
kepolisian untuk kepentingan
kekuasaannya. Mungkinkah
keadaan demikian terjadi di
republik Ini? Marl kita amati
pengalaman berikut.

Pada tahun 1960
MPR(S) menetapkan pengga-
bungan kepolisian ke dalam
angkatan bersenjata. Rebijakan
tersebut ternyata disertal suatu
catatan bahwa “dari segl ke-
tatanegaraan dan tata usaha
negara, status kepolisian dan
status hukum dalam linglkung-
an kepsgawaian dan segala
sesuatu yang bersangkutan
dengan it diletakkan “di anta-
ra slpil dan militer” (Tap No. II
Lampiran Bab 30 $ 412). Da-
lam perkembangannya, kedu-
dukan Polri bukan saja secara
praktik tetapi bahkan secara
yuridis lambat laun semakin
“dikerdilkan”; Polri secara orga-
nisatorik dijadikan sebagai
bagian integral dari ABRI dan
anggotanya dinyatakan sebagai
prajurit ABRI. Dalam keadaan
demikian, bukan saja pimpinan
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ABRI telah berperan sebagai
penentu kebijakan kepolislan
tetapi Juga lembaga ABRI ber-
ubalh sebagal aparat penegak
hukum (Eeppres 680/1883).
Jika dermiklan halnya, apakah
dapat dijamin bahwa gagasan
untuk menempatkan Polrl di
dasrah di bawah kepemimpinan
kepala daerah tidak akan me-
nimbulkan aXbat pahit sema-
cam itu?

Sejalan dengan kebi-
jakan pemberian otonomi ke-
pada deerah, kepala daerah
akan berperan sebagai pengua-
sa, daerah. BSebagai penguasa,
di daerah, kepala, dasrah sangat
berkepentingan untuk menja-
min bahkan mungkin “memak-
sakan® terlaksananya segenap
kebijakannya. Dalam kapasitas-
nya sebagai tokoh politik bukan
tldak mungkin kepolisian digu-
nakan sebagal alat politik, seba-
gaimana dikhawatirkan oleh
bangsa AS dan dialami oleh se-
Jurnlah negara. ® Sebagai bawah-
an kepala daerah, kepale ke-
polisian di daerah (Kapolda)
akan sukar mengelakkan diri
dari perintah atau keberpiha-
kannya pada kebijakan bos-nya,
walaupun akan membawa, kon-
sekuensi tindakan yang tidalk
sesuai dengan hukum ataun
sekurang-kurangnya meru-
gikan kepentingan masyarakat

®Untuk soal inl dapat dibaca tullsan
saya tentang “Kspolisian dan Politik"
pada Jurnsal Polisi Indonesia, Nomor
1 September 1999 — Aprll 3000.
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yang seharusnya dilindungi
polisi.

Lebih dari hal-hal yang
dikhawatirkan di atas, kepolisi-
an adalah “instrument of law,”
bukan “instrument of policy”
Dalam suasana menegakkan
supremasi hukum, kita seyog-
yanya tidak mengkhayal untuk
membuka peluang bagl ke-
mungkinan penggunaan aparat
penegak hukum sebagai alat po-
litik, oleh siapapun bahkan Ke-
pala Negara sekalipun.

Namun, itu tidak ber-
arti bahwa kepala dagrah tidak
boleh melakukan kontrol atas
kepolisian. Dengan mekanisme
yang disepakati bersama, ke-
pala daerah bahkan dapat
menggunakan dan/atau meme-
gang pimpinan atas kepolisian
dalam rangka menegakkan
keamanan dan/atau peraturan
daerah. Sebagai konsekuensi-
nya, dengan meniru pola
Inggris, dan sejalan dengan
kebjjakan perimbangan keuang-
an pusat dan daerah, peme-
rintah daserah seyogyanya
menyandang sebagian dana
kepolisian khususnya untuk
kepentingan penegakan kea-
manan dan peraturan dasrah.
Dengan jalan deraikian, mudah-
mudahan kita bukan saja akan
meambuat Polri semakin efektif
dan mendapat dukungan ma-
syarskat lokal, tetapl juga
sekaligus memuliakan profesi
kepolisian itu sendiri.
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